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GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 23L TAHUN 2024

TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG

PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUATENGAH,

a. bahwa belanja hibah kepada organisasi masyarakat yang
telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran
2024 pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi
Papua Tengah akan disalurkan/diserahkan kepada
penerima disesuaikan dengan peruntukannya dan
berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;

b. bahwa belanja Bantuan Sosial kepada organisasi, dan
Anggota/kelompok masyarakat dan perorangan
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan
telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal LT Peraturan
Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungfawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah, Pertanggungjawaban SKPD atas
pemberian belanja bantuan sosial ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa
Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Papua Tengah Tahun 2024;
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: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang Otonomi
Khusus Bag Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ?AAL Nomor 135, Tambahan [.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2A2l tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2L Talrun 2OO1 tentang
Otonomi Khusus Bagt Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66971;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peratura.n Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undrng
(I,embaran Negara Tahun 2023 Nomor +L, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor L Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah firmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor +, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67571;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 68Oa|;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2021 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebiiakan Otonomi Ktrusus
Papua (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l
Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Nomor 67301;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahlule 2O2O
teutang Pedoman Teloris Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OZA Nomor
778L1;

7. Peraturan Gubernur Nomor 2L Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi
Papua TengahTahun 2022 Nomor L5);
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8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2OZg tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungiawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial -yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah, Pertanggungiawaban SKPD atas
pemberian belanja bantuan sosial (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengatr Tahun 2023 Nomor 28);

9. Peraturan Gubernur Nomor 4 ?ahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2424 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2024 Nomor 4|;

MEMUTUSI(AN:

Penerima Hibah Berupa Uang pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

Daftar Nama Penerima Hibah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua
Tengah bertanggungiawab atas pelaksanaan pemberian
rekomendasi kepada Penerima Banhran Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Dilfirm KEDUA yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-
und.angan.

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Dikhrm KEDUA
bertanggungiawab secara formal dan materiil atas
penggunaan Hibah yang diterimanya dan wajib
meny€rmpaikan Laporan penggunaan belanja bantuan
sosial kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Papua Tengah Anggaran 2024 paling
lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun
anggaran berikutnya.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah melalui Dokumen DPA Badan
Kesattran Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.
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a Keputusan ini mulai berlaku pada t*ngal ditetapkan.

Ditetapka* di Nabire
pada tangal fiS N*vember 2*24

H. GUBERNUR PAPUA TENGAH
cAplTTD

AN}IfAR HARUN DAMANIK

aslinya

$alina$ Kqputusqn ini di$gJn&ikpp lrc:mdg Yttr:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakatta;
2. INSPHKTUR Provinsi kpua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengs.h di Nabire;
4. Kepala BPPIfiD Provin*i Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Badan Kesatuan tsangsa dan Pslitik Provinsi Papua Tengah

di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangh*tan.
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I-AMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 23L TAHUN 2024

TENTANG
PENERIMA HIBAFI BERUPA UANG PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUAN 2024

T\ A E't'T A D [}FI\TFDT},f AI-rfll' I. r-l.l\ f t;rLI lJl\ltYl.CL

NO NAMA
ORGANISASI MASYARAKAT

STATUS
TERDAFTAR

1 2 3
1 DPD GENERASI ANTI NARKOTIKA NASIONAL

PAPUA TENGAH
NO.AHU-OOO8527 AH.O1.O7.TAHUN
2OL7, TANGGAL24 MEI 2OI7

2. LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAGA RIMBA
PAPUA

NO.AHU-OOO3709.AH.O 1 .A7 .TA,tlUN
2024 TANGGAL 24 APRIL 2024

e
a-r. PERKUMPULAN LAHIR BESAR WAMENA

ILABEWA]
NO.AHU-OOO3709.AH.O 1 .A7 .TAblUN
2O2+ TANGGAL 24 APRIL 2A24

4. DEII/AN PIMPINAN DAERAH GERAKAN RAIryAT
CINTA INDONESIA IDPD GERCIN PROVINSI
PAPUA TENGAH}

NO.AHU-OOO 4843 .AFI. O 1 . OT.TAFIUN
2OL9 TANGGAL 26 APRIL 2OL9

5. PERKUMPUI,AN MALUKU SATU RASA SAI.AM
SARANE INDONESIA

NO.AHU- OOO4845.AH. OL.O7 TAHUN
2A2O TGL 19 JUNI 2O2O

6. PERKUMPULAN YEIMO TERANG
NO.AHU- 0099857. AH O1.O7 TAHUN
2023 TGL 30 OKTOBER 2A23

7 PERKUMPULAN MASYARUGT ADAT
NUSANTARA PROVINSI PAPUA TENGAH

NO.AHU-OOOL244. AH. OL.A7 TAHUN
2AL9 TANGGAL 14 PEBRUARI 2019

8. PERKUMPULAN PEREMPUAN WIRA USAHA
INDONESIA IPERWIRA}

NO.AHU- OOOL?44.AH. O1.O7 TAHUN
2AL9 TANGGAL 14 PEBRUARI 2019

I YAYASAN PENDIDIKAN SINAR KASIH KEMAH
INJIL IYAPSIKIP} PPT

NO.AHU-OOOO8L7. AH 01.05 TAHUN
2423 TANGGAL 27 JUM 2023

10. DPD. BARISAN MERAH PUTIH REPUBLIK
INDONESIA PPT

NO.AHU-OOO8957.AH.O1 .A7 TAHUN
2024 TA}TGGAL L7 SEPTEMBER
2A24

11. DPD. GABUNGAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR
NASIONAL IGABPERNASI PPT

NO.AHU-OOO L632.AH.O 1-O8 TAHUN
2022 TANGGAL 30 AGUSTUS 2A22

72 DPP GARDA REI,AWAN INDONESIA SEMESTA
{GARIS}

NO. AHU-OOOgsO3, AH OL.O7 TAHUN
2A2L

13. PERKUMPUI,AN LEMBAGA ADVOI(ASI HAK
ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

NO, AHU. 19 AH 01 AKTA 03. 28
DESEMBER 2OL2

L+. LEMBAGA GARUDA SAKTI
NO.AHU-OO15561.AH.O1 .O7 TAHUN
2021 TANGGAL 28 DESEMBER 2A2L

15. T ElltifElArilJt Ilrf AA\/AE ALA'TI AT\A'Tt flETrLtE,tLlLt).Clr\-f.rl. lYf.{.IlJt.CLl\fLI\.CLt .{.}'lrtr.l.r .tr .tr l.
NO.AHU OO15081.OL.A7 TAHUN 2019
TANGGAL 06 NOVEMBER 2018

L6.
PERKUMPUI"AN ALIANSI HONORER NASIONAL NO.AHU- OO 1OO94.AH.O L.O7 TAHUN

2019
17. PERKUMPUI.AN BADAN KOMUNIKASI NASIONAL

DESA SE-INDONESIA
NO.AHU-OO 12497 .AH.O1.O7 TAHUN
2018

18. PERKUMPULAN KELOMPOK TANI (HIPE,TA}
HIDUP PETANI T\TYATA

NO.AHU-OOOO 127 -AHAK.O 1.22.2023
24 JANUARI 2023

19. PERKUMPUI.AN MASYARAKAT MEE PAGO
PROVINSI PAPUATENGAH

NO.AHU. OO1181.AH,O1 .O7 TAHUN
2423 TANGGAL 08 DESENBER 2023
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PROVINSI PAPUA
NO-jIHU-SOS1588.AH"St "$S TAHtfil{
go23

?I. YAYASAN P$il*EMBAN*AI{ SU!irIBER DAYA
MA$TUSIA TUJUH SUKU PAPUA fYPSI}M-T$PI

H#, AHU*SSOl4S3 AH SI.$* TAHUT'T
iIO?3 TAITIGGAL 18 OKTOBHR ?*?-?

22. Y&YA$AN MIKTUHO - MAKI-AY PAPUA il$.AHU-OO1S25.AH,OI..O4 TAHUN
2O19 TANGGAL 02 DE$EMBER zOIq

?3. PHHKUMPULAN T{ARTTIM MUDA HUSAHTAHA
PRSVIN$I PAPUA ?E}IIGEH

hIO.AHU*SOO L244.AH.O 1.O7 TAHUN
2OIq TANGGAL 14 PBBRUARI ?$I9

24, PERKUMPULAN PU RNA PA$KIBRAKA
IFINSHHSIA PROVINSI PAtrUA TEN$AH

}IS.AHU-OOfr LOa?"AH.S I .OS TAHUN
2&22 TANS$AL Sl MEl 202?


